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ABSTRAK 

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan bermasyarakat tidak lepas 

dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang dianut, 

baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan itu dilaksanakan. Perkawinan pada 

suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara 

adat. Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di 

daerah Sulawesi saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, 

salah satunya adalah ke Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Orang-orang Bugis disana membentuk komunitas tersendiri dengan berbagai adat 

dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai 

sekarang. Berdasarkan adat tersebut, terdapat dua unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu dari pihak laki-laki tidak hanya 

memberikan mahar kepada calon istrinya, akan tetapi menurut ketentuan adat juga 

harus memberikan Doi’ Menre’ (uang hantaran). Doi’ Menre’ (uang hantaran) 

dalam perkawinan adat Bugis adalah penyerahan harta yang terdiri dari uang atau 

harta yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam judul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Doi’ Menre’ dalam Perkawinan Adat Bugis di Kelurahan Kotakarang 

Kecamatan Teluk Betung Timur, yaitu bagaimana pelaksanaan Doi’ Menre’ 

dalam perkawinan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung 

Timur dan Tinjauan hukum Islam terhadap Doi’ Menre’ dalam perkawinan adat 

Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

pelaksanaan Doi’ Menre’ dalam perkawinan adat Bugis dan untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap Doi’ Menre’ dalam 

perkawinan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap 

khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan adat dan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan Doi’ Menre’ 

dalam sebuah pernikahan masyarakat adat Bugis yang beragama Islam pada 

khususnya dan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan Doi’ 

Menre’. 

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian 

lapangan (field research), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung 

terhadap peristiwa data-data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data 

yang penulis gunakan adalah wawancara. Setelah data terkumpul, maka penulis 

melakukan analisis dengan metode analisis kualitatif. 

Dari data-data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa masyrakat 

adat Bugis di Kelurahan Kotakarang menganggap bahwa pemberian Doi’ Menre’ 

adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Adapun 

tujuannya adalah untuk menghormati atau menghargai wanita yang ingin 

dinikahinya. Proses penentuan Doi’ Menre’ tersebut dilakukan dengan cara 

musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua 

belah pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya, sehingga menurut 

hukum Islam, adat tentang pemberian Doi’ Menre’ hukumnya adalah mubah 

(boleh) dan kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan. 
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MOTTO 

 

ِ  صُْ  ُ  ِ   اصَْ َ  اِِ   اِ َ اَُ  َ ِ   اصَْ َ  ررِّ  التَّ صْ  َ َ  صْ
 

“Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah  

boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudharat  adalah haram”.
1
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 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’id 

Fiqhiyyah, AMZAH, Jakarta, 2013, hlm. 73  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi yang diangkat penulis adalah “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Doi’ Menre’ Dalam Perkawinan Adat Bugis” (Studi 

diKelurahanKotakarang  Kecamatan Teluk Betung Timur). Agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam 

judul skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan 

seperlunya. 

1. Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat 

yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, 

mengamati dan sebagainya)2. 

2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam3. 

3. Doi’ Menre’ terdiri dari dua unsur kata yaitu Doi’ (uang) dan Menre’ 

(hantaran). Jadi Doi’ Menre’ bisa diartikan sebagai uang hantaran yang 

diberikan kepada pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk 

melakukan akad khitbah (peminangan) dalam adat Bugis.4 

                                                 
2
 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amelia, Surabaya, 2005, hlm. 336  

3
 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara,Jakarta, Cet. Ketiga, 

hlm.17-18 
4
 Wawancara dengan Firmansyah Putra, Masyarakat Adat Kelurahan Kotakarang, tanggal 

10 Mei 2016. 
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4. Perkawinan menurut istilah syara‟ adalah ijab dan qabul (‘aqad) yang 

menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang tidak 

ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan 

kewajiban antara kedua insan. Istilah lain menyebutkan perkawinan adalah 

sunnah karunia yang apabila dilaksanakan mendapat pahala tetapi apabila 

tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak 

mengikuti sunnah Rasul.5 

Sementara itu, menurut Imam Syafi‟i pengertian nikah ialah:6 

 قد يل  ن ملك  طئ  لغظ  نك  ح   تز يج   مع  هم  
Artinya : “Adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap 

wath‟i dengan lafadz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafadz 

yang semakna dengan keduanya.” 

5. Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau 

dilakukan sejak dahulu kala atau kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya) 

yang sudah menjadi kebiasaan.7 Jadi dapat disimpulkan adat adalah suatu 

gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum 

dan aturan-aturan antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan 

menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap Doi’ Menre’ dalam 

                                                 
5
 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, 

hlm. 375  
6
 Jalaluddin al-Mahalli, al-Mahalli, juz III, Nur Asia, Jakarta, tt, hlm. 206  

7
 Tri Rama K., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya, 2010, hlm. 13  



 xvi 

perkawinan adat Bugis (studi Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk 

Betung Timur) 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Karena mayoritas masyarakat adat Bugis yang ada di Kelurahan 

Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur masih memakai sistem Doi’ 

Menre’ dalam proses pernikahan sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut. 

2. Alasan Subjektif 

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta 

dengan tersedianya literatur yang memadai, maka sangat mungkin 

dilakukan penelitian. 

b. Judul ini dipilih karena sangat relevan dengan disiplin ilmu yang 

ditekuni oleh penulis di Fakultas Syari‟ah Jurusan Ahwal Al-

Syakhshiyah (Hukum Keluarga). 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah 

yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk hidup-Nya, ia adalah suatu 

cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi semua makhluk-Nya untuk 

berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
8
 Sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut :

                                                 
8
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat. Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 6 
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Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

Mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa‟ [4] : 1)
9
 

Meskipun perkawinan itu asal hukumnya itu adalah mubah, namun 

hukum itu dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) sesuai 

perubahan keadaan: 

1. Nikah Wajib, bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak 

dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena 

menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak 

dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin. 

2. Nikah Sunnah, adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi 

mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka 

sunahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam 

beribadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak 

dibenarkan Islam. 

3. Nikah Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin 

dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah 

dia kawin. 
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4. Nikah Makruh, makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan 

tidak mampu member belanja isterinya, walaupun tidak merugikan 

isterinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang 

kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika kerena lemah syahwat itu ia  

berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. 

5. Nikah Mubah, dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan 

yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang 

mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.10 

Uraian diatas dapat menggambarkan bahwa perkawinan menurut 

Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah 

tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. 

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan 

mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, 

dan mengikuti sunnah nabi Muhammad Saw. berdasarkan hadits Rasul 

muttafaqun „alaihi (sepakat para ahli hadits) tentang anjuran nikah yakni: 

عُودٍ رضي  لله ع ه قَ ل  يَ  : رَسُولُ  اَلتَّهِ  لى  لله عليه  سلمل قَ:عَنصْ عَبصْدِ  اَلتَّهِ  صْنِ مَسصْ
لَطَ عَ مِ صْكُم  اَصْبَ ءَةَ اَ لصْيَلَ زَ تَّج بَ بِ مَنِ  سصْ صَنُ الِصْفَ صْجِ ُ,مَعصْشََ   اَشتَّ ا نه أغَضُّ الِصْبَصَِ  َ أَاصْ

لَطِ صْ اَ عَلَيصْهِ  ِ اصتَّوصْ  اَِ نتَّهُ اهَُ  َِ  ءٌ  .َ مَنصْ  صْ يَسصْ 

Abdullah Ibnu Mas‟ud Radliyallaahu „anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 

„alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di 

antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat 

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum 

mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Muttafaq 

Alaihi).
11
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Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur‟an tentang anjuran nikah terdapat 

pada QS. An-Nuur [24] :32 yaitu: 

                         

                  

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur [24] : 32)
12

 
 

Pada umumnya sebelum melakukan pernikahan terdapat tradisi yang 

disebut peminangan (khitbah), peminangan (khitbah) merupakan langkah 

pendahuluan menuju kearah perjodohan antara seorang pria dan seorang 

wanita. Islam mensyari‟atkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat 

saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. 

Bagi calon suami, dengan melakukan khitbah akan mengenal empat kriteria 

calon istrinya, seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasullulah Saw: 

ق ل –  لي  لله عليه   سلم – عن  ا بي – ر ضىي   لله ع ه - عن   ن ه  ي  ة

.  اد ي ه ا ظف   د ت  اد ين,  لج  لذ ,  لحسبه , لد  لذ : ت كح  لد  ةلار   : 
“Riwayat dari Abu Hurairah, nabi Muhammad Saw. bersabda: “Wanita 

dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, 

dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka kau akan 

beruntung.” (HR. Bukhori dan Muslim).
13
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Bab 1 Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian bahwa 

peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan 

antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (ma‟ruf). 

Peminangan tapad langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari 

pasangan/jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya 

(Psl.11 KHI). Peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan 

(sharih) atau dengan cara sindiran (kinayah). Seperti yang diisyaratkan dalam 

QS Al-Baqarah 235, meski sesungguhnya konteks pembicaraannya tentang 

wanita yang ditinggal mati suaminya. Adalah sebagai berikut : 

                         

                      

                         

                         

Artinya “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 

sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam 

hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam 

pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara 

rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf 

dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum 

habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 

dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS Al-Baqarah [2] : 235)
14

 

Dalam bahasa Al-Qur‟an, peminangan disebut dengan khitbah, seperti 

pada ayat diatas. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak 

wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukan bahwa 

peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena 
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didalamnya, ada pesan moral dan tatakrama untuk mengawali rencana 

membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah, 

mawaddah, dan rohmah. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiry yang 

menyatakan meminang hukumnya wajib, betapapun juga, meminang adalah 

merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.
15

 

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan bermasyarakat tidak 

lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama 

yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan 

dilaksanakan. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh 

berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. 

Pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk 

dan sistem perkawinan adat setempat dan kaitannya dengan susunan 

masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang 

bersangkutan.
16

 

Dalam Islam secara lengkap telah diatur mengenai sesuatu yang 

berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang 

akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad 

atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya 

hak dan kewajiban antara pihak yang terkait, yaitu pasangan suami istri. 

Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah 

pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istrinya. 

Allah berfirman: 
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Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa‟ [4] : 4)
17

 

Dalam pemberian mahar itu sendiri Islam tidak menetapkan jumlah 

minimumatau maksimum, hal ini sangat bergantung pada perbedaan tingkat 

kemampuan manusia dalam memberinya. Oleh karena itu, diserahkan kepada 

pihak yang bersangkutan atau dasar dengan kerelaan hati. 

Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili 

di daerah Sulawesi saja akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah 

Indonesia, salah satunya adalah ke Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk 

Betung Timur. Orang-orang Bugis membentuk komunitas tersendiri dengan 

berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih 

berlaku sampai sekarang. 

Berdasarkan adat tersebut, terdapat dua unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu dari pihak laki-laki tidak hanya 

memberikan mahar kepada calon istrinya, akan tetapi menurut ketentuan adat 

juga harus memberikan Doi’ Menre’ (uang hantaran). Doi’ Menre’ (uang 

hantaran) dalam pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta terdiri dari 

uang atau harta yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam 

masyarakat. 
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Dalam pemikiran hukum Islam (ilmu fiqih) para ahli hukum banyak 

yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan kedalam teori 

hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari‟at.  

Abu  Hanifah, Imam Syafi‟i dan Ahmad Bin Hambal menggunakan adat 

dalam istimbat al-Ahkam dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil serta tidak 

menghalalkan yang dilarang oleh syari‟at. Adat digunakan untuk memelihara 

kemaslahatan. Mereka melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber 

hukum Islam sekunder, dalam artian hukum adat dapat diterapkan ketika 

hukum sumber primer (Al-Qur‟an dan Al-Hadits) tidak memberi jawaban 

terhadap permasalahan yang muncul.
18

 

Apabila dilihat dari spesifik yang lebih mendalam lagi akan ditemukan 

beberapa praktek adat yang terkesan melenceng dari syiari‟at Islam, sekurang-

kurangnya terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat 

untuk menunaikan ajaran agamanya. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat 

adat Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Dalam pernikahan contohnya, ada ketentuan Adat yang mensyaratkan 

seorang suami harus memberikan suatu pemberian adat yang dikenal dengan 

Doi’ Menre’ yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki 

dan pihak perempuan, disamping kewajibannya untuk memberikan mahar 

sebagaimana yang telah diatur dalam Islam. Hal itu sudah melekat dalam 

kehidupan masyarakat Bugis yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi mereka. 

Melihat persoalan diatas, timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang 

mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban dalam 
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memberikan mahar sebagaimana yang telah disyari‟atkan dalam Islam dan 

memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah Doi’ Menre’ (uang 

hantaran). Secara sepintas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam atau 

setidak-tidaknya menyulitkan masyarakat adat Bugis didalam melaksanakan 

perkawinan. 

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap Doi’ Menre’ dalam perkawinan adat Bugis di 

Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. Sebab tidak menutup 

kemungkinan ada perbedaan dalam praktek pemberian Doi’ Menre’ dalam 

setiap daerah yang berlangsung sampai sekarang khususnya di Kelurahan 

Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Doi’ menre’ (uang hantaran) dalam perkawinan 

adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Doi’ menre’ ( uang hantaran ) 

dalam pernikahan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk 

Betung Timur? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  
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a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan Doi’ menre’ 

dalam pernikahan adat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan 

Teluk Betung Timur. 

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap Doi’ menre’ dalam pernikahan adat Bugis di Kelurahan 

Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

2. Kegunanaan Penelitian 

a. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan 

perkawinan adat. 

b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan 

Doi’ menre’ dalam sebuah pernikahan masyarakat adat Bugis yang 

beragama Islam pada khususnya dan bagi semua pihak yang 

mempunyai kepentingan dengan Doi’ Menre’.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif 

cara atau teknik. Metode ilmiah ialah cara menerapkan prinsip-prinsip logis 

terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian 

merupakan subbagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian 

harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, 

menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan.
19

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 
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 Penelitian ini termasukjenis penelitian lapangan, yaitu suatu 

penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dalam kancah 

kehidupan sebenarnya, penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan 

Doi’ Menre’ dalam pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Kotakarang 

Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu 

penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat sifat sesuatu, individu, 

gejala, keadaan atau kelompok tertentu.20 Dalam kaitanya dengan 

penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan Doi’ Menre’ dan 

pengaruhnya bagi masyarakat Adat Kelurahan Kotakarang Kecamatan 

Teluk Betung Timur. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung 

dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data 

yang tepat dari Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung 

Timur sebagai tempat penelitian dan pelaksanaannya penelitian 

tersebut. 

 

b. Data Sekunder,  

Sumber data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari 

peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah 
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data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, 

perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.21 Dalam hal ini, data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-

data dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan 

pembahasan yang peneliti lakukan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode interview (wawancara) 

Metode interview adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian responden 

melalui percakapan langsung atau berhadapan muka. Dalam hal ini 

Moh. Nazir mengatakan: Interview atau wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-

jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). Dalam hal ini penulis, 

menggunakan metode interview bebas terpimpin dimana penulis 

hanya membawa pedoman pertanyaan secara garis besar tentang hal-

hal yang akan dipertanyakan. 

 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 

akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari 
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karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.22 

Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, 

penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan 

penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan 

keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini 

termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-

satuan  atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga 

atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu 

masyarakat yang ada di Kelurahan Kotakarang khususnya masyarakat 

Adat Bugis dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan jumlah 

penduduk yang beradatkan Bugis kurang lebih 957 Kepala Keluarga 

dan 4580 orang/jiwa.23 

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian 

terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa 

besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak 

memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, 

yang biasa disebut dengan sampel. 
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b. Sample 

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan 

berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni untuk memilih responden 

yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang 

dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang 

Tinjauan Hukum Islam terhadap Doi’ Menre’ dalam pernikahan Adat 

Bugis. Jumlah sampel yang akan diambil dalam masyarakatnya yaitu 

terdiri dari:  

a. Tokoh Adat : 3 orang 

b. Tokoh Masyarakat : 3 orang 

c. Tokoh Agama: 2 orang 

d. TokohPemuda : 2 orang 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.24 

Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang 

terkumpul melalui studi pustaka dokumen interview apakah 

                                                 
24

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 2004, hlm. 134 



 xxx 

sudah lengkap, relevan, jelas dan tidak berlebihan, tanpa 

kesalahan. 

b. Coding, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik 

berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau 

kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau 

klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Dalam hal ini 

penulis mengklasifikasikan data sesuai masing-masing pokok 

bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, 

dan untuk memudahkan analisis data. 

c. Sistemazing atau sistematika, yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis 

dan apa yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi 

urutan masalah. 

6. Analisis Data 

Didalam proses penelitian, data merupakan sesuatu yang sangat 

penting. Dengan data itulah peneliti dapat menjawab permasalahan, 

mencari sesuatu yang menjadi tujuan penelitian, serta dapat 

membuktikan hipotesis penelitiannya.25 Setelah proses pengumpulan 

data dari lapangan selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah 

tahap analisis.  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 126. 



 xxxi 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang 

sangat penting dan menentukan.26 Pada tahap inilah data diolah 

sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran 

yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang 

diajukan dalam penelitian 

Metode pengolahan dan Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan 

penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan 

dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Dalam penelitian 

kualitatif, langkah penelitian baru diketahui dengan jelas setelah 

penelitian selesai. Sehingga, dalam menganalisis data penulis 

melakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data.27 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan 

informasi-informasi faktual yang diperoleh dari masyarakat 

Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur yang 

berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ 

Dalam Pernikahan Adat Bugis. 

  

                                                 
26

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, 

hlm. 103. 
27

 Eta dan Sopiah, Op.Cit., hal. 26. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Perkawinan 

 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan atau Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nikah ( نكاح)  dan zawaj ( زواج) kedua kata ini 

yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari bagi orang Arab dan banyak 

terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi.28 Kata nikah berasal dari bahasa 

Arab yaitu nakaha-yankihu-nikahan yang artinya “bergaul atau bercampur” 

dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat 

An-Nisa sebagai berikut:

                     

                    

                

 

Artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa [4] : 3)
29

 

 

Demikian pula kata zawwaja-yuzawwiju-tajwijan berasal dari bahasa 

arab yang berarti pasangan dan dalam Al-Qur’an berarti kawin, seperti pada 

QS. Al-Ahzab: 
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Artinya “Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya 

(menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan diasupaya tidak ada 

keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak 

angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan 

keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” 

(QS. Al-Ahzab[33] : 37)
30

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nikah diartikan  

perjanjian antara laki-laki dan  perempuan  untuk  bersuami  isteri 

dengan resmi.Sedangkan kata pernikahan diartikan perbuatan nikah.
31

 

Beranjak dari pengertian perkawinan secara etimologi, 

pengertian perkawinan secara terminologi yaitu : 

Menurut Hanafiyah, perkawinan adalah akad yang memberi 

faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, artinya kehalalan 

seseorang laki-laki untuk beristima‟ dengan seorang wanita selama 

tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara 

syar‟i.
32

 

Pengertian-pengertian diatas lebih terasa pada hubungan 

biologi semata, hal ini memang arti perkawinan secara istilah tidak 

jauh berbeda dengan arti aslinya.Namun peneliti menganggap bahwa 

usaha para ulama dalam memberi definisi perkawinan lebih kepada 
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penghalalan sex melalui hukum.Sehingga agar tidak haram dalam 

melakukannya dan menjadi halal maka harus melalui jalur hukum 

yaitu perkawinan. 

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian 

yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga 

yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan 

bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian 

di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan 

serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan 

suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.
33

 

Definisi tentang perkawinan yang diberikan oleh ulama diatas 

sudah bergeser menuju kepada nilai, yaitu substansi sampai tujuan 

perkawinan. Karena perkawinan bukan hanya sekedar sexual saja 

namun lebih dari itu, yaitu memberi nilai manfaat apasaja bagi 

pelakunya. Manfaat dari sebuah perkawinan bukan hanya pemenuhan 

kebutuhan sex saja, tapi saling memberi ketentraman, kedamaian, 

kasih sayang, peningkatan ibadah pada tuhan dan sebagainya. 

Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam, nikah adalah akad 

yang sangat kuat atau Mitsaaqon Ghalidhan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah, perkawinan 
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bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah.
34

 

Sedang menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974, 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seoraang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri deengan tujuan membentuk 

keeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
35

 

Beberapa pandangan definisi perkawinan ini tidak hanya dilihat 

sebagai sebuah hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan 

hubungan rohani. Pergeseran makna ini menunjukan yang semula 

menonjolkan sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek 

yang lebih bernilai substansi, harapan perkawinan tentang kebahagiaan 

manusia dengan sakinah, mawaddah dan rahmah dan kebahagiaan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi hal yang paling 

mendasar.  

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis 

antar jenis dan hak yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.36 

Islam sangat menganjurkan pernikahan, banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an 

maupun hadits-hadits Rasulullah Saw yang memberikan anjuran kepada 

umat Islam untuk menikah,     di antaranya yaitu: 
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a. Al-Qur‟an 

Firman Allah SWT., dalam Al-Qur‟an Surat Ar-Ruum sebagai berikut : 

                     

                   

       

 

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-

Ruum [30] : 21)
37

 

 

Allah SWT., juga berfirman dalam surah An-Nuur : 

                     

                        

 

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah 

Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (An-Nuur [24] : 

32)
38

 

 

b. Hadits Rasulullah Saw. 

1) Hadits Nabi Muhammad Saw. tentang syari‟at nikah antara lain: 

عُودٍ رضي  لله ع ه قَ ل  رَسُولُ  اَلتَّهِ  لى  لله ل قَ:عَنصْ عَبصْدِ  اَلتَّهِ  صْنِ مَسصْ
لَطَ عَ مِ صْكُم  اَصْبَ ءَةَ اَ لصْيَلَ زَ تَّج:عليه  سلم بَ بِ مَنِ  سصْ ا نه ُ, يَ  مَعصْشََ   اَشتَّ
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لَطِ صْ اَ عَلَيصْهِ  ِ اصتَّوصْ  اَِ نتَّهُ اهَُ  صَنُ الِصْفَ صْجِ َ مَنصْ  صْ يَسصْ أغَضُّ الِصْبَصَِ  َ أَاصْ
. َِ  ءٌ 

Artinya :Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: 
Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai 
generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu 
berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan 
pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu 
hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”(Muttafaq 
Alaihi).39 
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2) Rasulullah juga bersabda dalam hadits yang lain: 

:  هُ يَ صْ ةََ رَضِيَ  للهُ عَ صْهُ عَنتَّ  ا تَّبيتَّ َ لتَّى  للهُ عَلَيصْهِ َ سَلتَّمَ قَ لَ عَنصْ  َ ِ  
اَِ   لِذَ ، َ لحَِسَبِهَ ، َ لجََِ   لِذَ ، َ اِدِيصِْ هَ ، اَ ظصْفَ صْ : تُ  صْكَحُ  اصَْ  صْ ةَُ لِاَرصَْ ِ  

يصْنِ تَ َِ  صْ يَدَ اَ     .ِ َ  تِ  ادرِّ
 

Artinya : “Perempuan dinikahi lantaran empat hal, karena harta benda 

(kekayaan), karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena 

agamanya, pilihlah karena agamanya niscahya kamu akan selamat”.
40

 

 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

a. Rukun Perkawinan 

       Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu, yang telah menjadi 

adanya suatu hukum.41 Rukun merupakan  sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Keberadaan rukun ini lebih 

dipandang penting daripada syarat walaupun keduanya tidak bisa 

ditinggalkan dalam suatu pekerjaan ibadah. Karena rukun merupakan 

bagian dari pekerjaan itu, sedangkan syarat berada di luar daripada 

pekerjaan ibadah. 

       Berkenaan dengan rukun perkawinan ini, dalam pandangan ulama 

terdapat perbedaan. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu 

ada lima yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-

laki, calon pengantin perempuan, sighat akad nikah. Imam Syafi’i 

mengatakan rukun nikah itu ada lima yaitu calon pengantin laki-laki, 

calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, sighat akad nikah. 

Menurut ulama  Hanafiyyah, rukun nikah itu ada dua yaitu ijab dan 
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qobul (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon 

pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan Hanafiyyah lain 

adalah sighat, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, 

dan wali dari pihak pengantin perempuan.42 

       Perbedaan pendapat dalam pandangan ulama tersebut di atas, 

sesungguhnya jika diamati, mereka sepakat dalam beberapa hal yang 

harus ada dalam rukun perkawinan yaitu :  

1. adanya calon laki-laki dan  calon perempuan 

2. Saksi  

3.  wali,  

4.  Akad 

       Kemudian adanya saksi dan mahar dalam pandangan ulama 

memang berbeda. Berkenaan dengan adanya mahar dan saksi, 

walaupun tidak dimasukkan dalam rukun tetapi ia harus ada dalam 

perkawinan. Namun pendapat yang kuat di Indonesia yang mayoritas 

bermadzab Syafi’i, saksi masuk dalam rukun perkawinan. Sedangkan 

untuk mahar walaupun tidak masuk dalam hakikat pernikahan ia harus 

ada.43 

 

 

b. Syarat Perkawinan 

       Syarat adalah sesuatu yang adanya hukum itu tergantung pada 

adanya sesuatu itu, dan tidak adanya menjadi tidak adanya hukum. Yang 
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dimaksud adalah keberadaan menurut syara’ yang dapat menimbulkan 

suatu pengaruh. Kemunculan syarat ini biasanya mengiringi suatu 

perbuatan, di mana sesorang dianggap cakap dan mampu untuk pantas 

melakukan suatu tindakan. Untuk itu dalam menjalankan suatu 

perbuatan, seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. 

Jika syarat itu belum mampu untuk dipenuhi, maka suatu perbuatan 

belum boleh dijalankan pula. 

       Atas pandangan tersebut di atas, keberadaan syarat dalam suatu 

perbuatan wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka perbuatan yang 

dilakukan tidak dianggap dijalankan. Secara sederhana syarat adalah 

sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Namun 

demikian halnya, keberadaan syarat   di luar dari perbuatan pokoknya. 

       Menurut Abdul Wahab Khallaf, syarat adalah sesuatu yang berada 

diluar sesautu yang disyaratkan. Tidak adanya syarat menjadi tidak 

adanya yang disyaratkan, tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan 

adanya yang disyaratkan.44 Sebagai contohnya adalah wudhu menjadi 

syarat dalam shalat, tetapi adanya wudhu belum tentu adanya shalat. 

Dari rukun perkawinan di atas, maka yang menjadi syarat perkawinan 

adalah :45 

1. Calon Mempelai Pria, syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, 

jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak dapat 

halangan perkawinan. 
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2. Calon Mempelai Wanita, syaratnya adalah beragama meskipun 

yahudi atau nashrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai 

persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. 

3. Wali Nikah, syaratnya adalah laki-laki, dewasa (baligh), mempunyai 

hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya. 

4. Saksi Nikah, syaratnya adalah minimal dua orang saksi laki-laki, hadir 

dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa. 

5. Ijab Qabul, syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari 

wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria, 

memakai kata-kata nikah, antara ijab dan qabul bersambung, 

anatara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan 

ijab qabul tidak sedang dalam ikhram haji/umrah, majelis ijab dan 

qabul itu minimal harus dihadiri empat orang yaitu calon mempelai 

pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 

dua orang saksi. 

 

4. Tujuan Perkawinan 

       Perkawinan merupakan salah satu produk hukum yang disyari’atkan 

oleh Allah SWT, bukan tanpa tujuan. Perkawinan mempunyai beberapa 

tujuan bahkan hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai 

perwujudan ajaran agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Ajaran ini tentu 

akan berimplikasi pada kemaslahatan bagi kehidupan manusia sepanjang 

masa. Menurut Taqiyudin Abi Bakar menjelaskan bahwa tujuan perkawinan 

adalah untuk menghindari diri dari perbuatan zina, mempunyai anak dan 

sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. 
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       Sedang Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa tujuan perkawinan 

adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, berhubungan antara laki-

laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai 

ajaran Allah dan rasul-Nya.46 

       Menurut Soemiyati, tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk 

memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan 

perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan 

dasar cinta kasih dan sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 

masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh 

syari’at.47 

       Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dalam pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.48 Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan perkawinan 

adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah.49 

       Dari beberapa pengertian di atas yang telah diungkapkan, ada beberapa 

kesimpulan dari tujuan perkawinan itu, pertama, berkaitan dengan 

menghindari zina sebagai tuntutan nafsu naluri kemanusiaan. Perkawinan 

merupakan aturan yang membolehkan secara hukum untuk melakukan 

hubungan biologis kepada laki-laki dan perempuan. Kebutuhan manusia 
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akan hubungan seksual ini haruslah disalurkan dengan benar dan jalan yang 

akan ditempuh yaitu dengan melakukan perkawinan. Sehingga dengan 

perkawinan, seorang akan terjaga dari pandangan dan syahwat 

kemaluannya. 

       Kedua, berkaitan dengan memperoleh keturunan yang sah. Perkawinan 

menjadi standarisasi bagi manusia untuk memperoleh keturunan yang sah 

dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur 

oleh syara’.50 

       Ketiga, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah. Dengan melakukan perkawinan akan terjalin 

hubungan rumah tangga yang saling membutuhkan dan melindungi satu 

dengan yang lainnya atas dasar cinta dan kasih sayang. 

 
B. KHITBAH 

 

1. Pengertian Khitbah 

 

Khitbah atau peminangan berasal dari bahasa Arab yaitu  yang secara 

bahasa berarti “meminang”.51 Sedangkan secara istilah berarti: pernyataan atau 

permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang perempuan untuk 

mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan 

perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

agama.52 

Menurut Sayyid Sabiq, khitbah adalah : 
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 طلب  لد  ة از   ج     اوسيل   لدع  ا   ين  ا  س

Artinya: Meminta seorang perempuan untuk dinikahinya dengan 
perantara yang telah diketahui di tengah masyarakat.53 

 
Menurut Mahmud Ali Sarthawi, khitbahadalah : 

     طلب  لد أة  ا   , طلب  ا      لد أ ة الز  ج

Artinya: Permintaan seorang laki-laki terhadap perempuan 

untukmenikahinya, atau permintaan seorang perempuan terhadap laki-

laki.
54

 

 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, khitbah secara istilah adalah : 

   علا   لد أة ايه     اك,  ظه  ر ا غب     از  ج   م أةمعي  

Artinya: Menampakkan atau menyampaikan keinginan untuk 

menikahi perempuan yang dikehendaki, dan memberitahukan kepada wali 

perempuan tentang keinginan untuk menikahinya.
55

 

Sedangkan menurut Al-Hamdani, khitbah atau meminang artinya 

permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau 

seorang perempuan yang berada di bawah kekuasaan seorang untuk 

dinikahi, sebagai pendahuluan pernikahan.
56

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka secara umum 

khitbah atau meminang dapat diartikan sebagai pernyataan atau 

permintaan seorang laki-laki kepada pihak perempuan (orang tua atau 

walinya) untuk menikahi perempuan tersebut baik dilakukan olek laki-laki 
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itu sendiri secara langsung maupun melalui perantara dari pihak-pihak 

yang telah dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. 

Berkenaan dengan hukum khitbah, mayoritas ulama berpendapat 

bahwa khitbah tidak wajib tetapi hanya sebatas dianjurkan (mustahab), 

sedangkan menurut mazhab Daud az-Zahiri, ia berpendapat bahwa hukum 

dari khitbahadalah wajib.
57

 Mayoritas ulama mendasarkan pendapatnya 

pada hadits riwayat Mughiroh bin Syu‟ban bahwa ia melamar seorang 

perempuan, maka Rasulullah Saw. bersabda : 

اَ قَ لَ اهَُ رَسُوصْلُ  لِله َ لتَّى   للهُ عَلَيصْهِ َ سَلتَّمَ  مصْ َ ةَ   تُ عَنِ  اصُْ غِي صْ ةَِ   صْنِ ُ عصْبََ   نَتَّهُ َ طَبَ 
هَ    قُ :  هَ  اَِ نتَّهُ : قَ لَ , لاَ  : اصْ َ  نصْ َ صْتَ  اِيَ صْ َ ىأنُصْ ُ صْ  اِيَ صْ َ كَُ   َ اصْ .   نَصْ يُ ؤصْدََ   َ ي صْ
 (ر  ه  ا س  ئى    ن م   ه   اتر مدي)

Artinya : “Rasulullah Saw. bersabda (kepada al-Mughirah): Apakah kamu 

pernah melihat wanita itu? Al-Mughirah menjawab : Belum. Rasulullah 

bersabda : Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup 

bersama lebih langgeng. (HR. Al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah).
58

 

Sebagian lagi para ulama fiqh berpendapat bahwa hukum dari 

khitbah itu adalah sunnah, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa 

khitbahitu hukumnya mubah. 

Menurut Wahbah az-Zuhaili Khitbah dapat dibagi menjadi dua 

macam,
59

 yaitu : 

a. Khitbah Sharih (secara terang-terangan) 

Khitbah Sharih adalah khitbah yang dilakukan dengan permintaan atau 

ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika khatib 

berkata : “Saya igin menikah dengan fulanah”. 
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b. Khitbah Ta’rid (secara sindiran) 

Khitbah Ta’rid adalah khitbah yang dilakukan dengan sindiran untuk 

melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan khatib: 

“Sesungguhnya kamu adalah perempuan yang layak untuk dinikahi”. 

2. Dasar Hukum Khitbah 

Meminang bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, jika 

pernikahan langsung dilakukan tanpa peminangan, maka pernikahan 

tersebut dinilai sah. Namun biasanya peminangan adalah sarana menuju 

pernikahan.60 

a. Al-Qur’an 

Menurut jumhur ulama, ini adalah perkara yang dibolehkan, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 235, Al-Hujarat 

ayat 13 dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang mengandung arti 

tentang peminangan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, yaitu : 

                      

                     

                 

                        

      

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini 

mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 

menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan 

janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 
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mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah 

kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 

'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada 

dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2] : 

235)
61

 

 

Firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat, yaitu : 

                           

                        

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat [49] : 

13)
62

 
Selain ayat-ayat al-Qur’an di atas, terdapat hadits yang menjelaskan 

mengenai peminangan. Berdasarkan hadits nabi mengenai peminangan 

yaitu berbunyi : 

بََ   صْنِ عَ  مِ   نَتَّ رَسُوصْلُ   لِله ص  اَصُْ ؤصْمِنُ أَُ و  اصُْ ؤصْمِنِ اَلاً يََِ ُّ :   قَ لَ .عَنصْ عُقصْ
  َ لاَ َ صْطُبُ عَلَى ِ لصْبَِ  َ ِ يصْهِ اَ تَّ يَدَرَ  اهَُ  نَ صْيَبصْلَ عَ عَلَى  َ يصِْ  أَِ يصْهِ 

 (ر  ه حمد مسلم)
Artinya : “Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: 
Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak halal bagi 
seseorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh 
meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya.” (HR. Ahmad 
dan Muslim).63 
 

Ayat dan hadits di atas menegaskan bahwa meminang merupakan 

perkara yang diperbolehkan dan dianjurkan baik meminang dengan secara 

jelas maupun secara sindiran saja. Sementara dalam hadits di atas 
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menjelaskan bahwa diharamkan meminang pinangan orang lain sehingga 

orang lain itu meninggalkan pinangannya.  

 

3. Syarat-syarat Khitbah 

Ada dua syarat-syarat dalam melaksanakan khitbah, yaitu : 

a. Syarat Mustahsinah 

Syarat Mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada 

seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar ia dapat 

melihat dan meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya, 

sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga yang 

diinginkannya kelak.64 

Syarat Mustahsinah ini merupakan syarat yang tidak wajib dipenuhi 

sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanyalah berupa anjuran saja. 

Adapun yang termasuk ke dalam syarat-syarat Mustahsinah adalah 

sebagai berikut : 

1. Perempuan yang dipinang itu hendaklah yang setara dengan laki-laki 

yang meminangnya (kaffah), seperti sama kedudukannya dalam 

masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat 

kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya terlebih penting 

dari semua itu adalah seagama. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi 

Muhammad Saw. sebagai berikut : 
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:  هُ يَ صْ ةََ رَضِيَ  للهُ عَ صْهُ عَنتَّ  ا تَّبيتَّ َ لتَّى  للهُ عَلَيصْهِ َ سَلتَّمَ قَ لَ عَنصْ  َ ِ  
اَِ   لِذَ ، َ لحَِسَبِهَ ، َ لجََِ   لِذَ ، َ اِدِيصِْ هَ ، اَ ظصْفَ صْ : تُ  صْكَحُ  اصَْ  صْ ةَُ لِاَرصَْ ِ  

يصْنِ تَ َِ  صْ يَدَ اَ     .ِ َ  تِ  ادرِّ
Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, ia bersabda : 
perempuan itu dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, 
karena nasabnya, karena cantiknya dan karena agamanya. Maka 
pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh 
keberuntungan”. (HR. Jama’ah ahli hadits).65 

 
2. Perempuan yang hendak dipinang itu perempuan yang memiliki 

sifat kasih sayang dan perempuan yang subur perenakannya.  

3. Perempuan yang akan dipinang itu hendaklah perempuan yang jauh 

hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya, karena agama 

melarang seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang 

sangat dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang hendak 

dikawininya. 

4. Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan 

sebagainya dari perempuan yang dipinangnya, sebaliknya pula yang 

dipinang sendiri juga harus mengetahui pula keadaan yang 

meminangnya. 

5. Sebaiknya meminang perempuan yang masih gadis. Hal ini 

didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw : 

ُ  ِ كصْ ً   َ صْ : عَنصْ َ   ِِ   صْنِ عَبصْدِ  لِله  نَتَّ  ا تَّبيَ قَ لَ اهَُ   يَ  َ  ِ   تَ زَ تَّ صْ

ُ  ِ كصْ ً   لى  لله اَ قَ  ا تَّسُوصْلُ  لِله . ثَ يرِّبً  : ثَ يرِّبً    قَ لَ  عَلَيصْهِ َ سَلتَّمَ تَ زَ تَّ صْ
 (ملفق عليه )تُلاً عِبُ هَ  َ تُلاَ عِبُكَ 

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasanya Nabi Muhammad 
Saw berkata kepadanya : “Hai Jabir, kamu menikahi perwan atau 
janda?” Jabir menjawab : “janda”, maka Nabi bersabda : “Mengapa 
engkau tidak menikahi gadis, sehingga kamu bisa bersenda gurau 
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dengannya dan ia dapat bersenda gurau denganmu”. (HR. Bukhari 
dan Muslim).66 
 

b. Syarat Lazimah 

Syarat Lazimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan 

dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat 

lazimah, yang termasuk di dalam syarat-syarat lazimah yaitu : 

1. Perempuan-perempuan yang tidak haram dinikahi, baik haram 

mu’abbad (terlarang selamanya) atau mu’aqqat (terlarang 

sementara). Yang termasuk di dalam tahrim mu’abbad ialah yang 

terlarang karena keturunan (nasab), karena mengawini seorang 

perempuan (musharahah) dan karena sesusuan (radla’ah). Ketiga 

golongan ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Terlarang karena keturunan (nasab) 

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa’ : 

                  

                ....  

Artinya : “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, 

anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang 

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan 

(QS. An-Nisaa‟ [4] : 23)
67

 
Ayat di atas menjelaskan perempuan yang haram dinikahi 

karena nasab adalah di antaranya : 
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(1) Ibu-ibu, maksudnya ialah ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan 

seterusnya ke atas, 

(2) Anak-anak yang perempuan, maksudnya ialah anak-anak 

perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya ke 

bawah, 

(3) Saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-

saudara perempuan yang sekandung, seayah dan seibu, 

(4) Saudara-saudara ayah yang perempuan, termasuk saudara 

kakek yang perempuan, 

(5) Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara 

nenek yang perempuan, 

(6) Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-

laki, maksudnya saudara laki-laki sekandung, seayah dan 

seibu, 

(7) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, 

maksudnya saudara perempuan sekandung, seayah atau 

seibu. 

b) Menikahi seorang perempuan karena adanya sebab pernikahan 

(musharahah) 

Perempuan yang haram dinikahi karena musharahah 

diantaranya adalah :68 

(1) Bekas istri ayah, dasarnya adalah firman Allah SWT : 
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Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan yang 
telah dinikahi oleh ayahmu…” (QS. An-Nisaa’ : 22). 
 

(2) Bekas istri anak, termasuk bekas istri cucu dan seterusnya 

kebawah, dasarnya adalah firman Allah SWT : 

...        ... 

Artinya : “…dan bekas istri dari anak kandungmu…” (QS. An-
Nisaa’ : 23). 
 

(3) Anak-anak tiri, ialah anak-anak dari isteri yang telah 

dicampuri, dasar hukumnya adalah : 

    ...            

     

Artinya : “… dan anak-anak istri (anak tiri) yang dalam 
pemeliharaanmu dan istri-istri yang telah kamu campuri...” 
(QS. An-Nisaa’ : 23). 
 

(4) Ibu dari istri-istrimu (mertua), dasar hukumnya adalah :   

    ... 

Artinya : “… ibu dari istri-istrimu…“ (QS. An-Nisaa’ : 23) 
 

c) Karena sesusuan (radla’ah) 

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT : 

   ...          

  

Artinya : “… dan ibu-ibu yang menyusukanmu dan saudara-
saudara sepersusuan… “ (QS. An-Nisaa’ : 23). 
 
Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi 

karena sesusuan (radla’ah) di antaranya adalah : 

(1) Ibu-ibu yang menyusukan 
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(2) Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusukan 

(3) Anak-anak perempuan dari suami ibu yang menyusukan 

(4) Saudara-saudara perempuan sesusuan 

(5) Anak-anak dari saudara laki-laki sesusuan 

(6) Anak-anak dari saudara perempuan sesusuan 

(7) Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan 

(8) Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan 

(9) Saudara-saudara dari suami ibu yang menyusukan 

Sedangkan yang termasuk dalam tahrim mu’aqqat adalah : 

a) Karena mengumpulkan dua orang perempuan yang ada 

hubungannya mahram. 

b) Karena terikat oleh hak orang lain. 

c) Perempuan-perempuan musyrik. 

d) Karena telah dicerai tiga kali, karena akad diharamkan bagi 

orang yang telah mencerainya, dan 

e) Karena mengawini lebih dari empat 

2. Perempuan yang tidak dipinang oleh laki-laki lain atau sedang 

dipinang oleh laki-laki lain lalu laki-laki tersebut melepaskan hak 

pinangannya, berdasarkan hadits : 

هَُ   قَ لَ  قَ لَ رَسُوصْلُ  لِله َ لتَّى  للهُ عَلَيصْهِ : عَنِ   صْنِ عَُ ُ  رَضِيَ  للهُ عَ  صْ
َ طِبُ ,لاَ َ صْطُبُ َ اَدَ ُ مصْ عَلَى ِ طصْبَِ  َ ِ يصْهِ : َ سَلتَّمَ  َ  اَتَّتَّ يَ ل صُْ اَ  لخصْ

يأَصْ ذَنَ اهَُ  لَهُ  َ صْ  (ملفق عليه)قَ ب صْ
 

Artinya : “Dari ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : 
“janganlah salah seorang dari kamu meminang pinangan 
saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau 
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peminang itu mengizinkannya (melakukan peminangan)”. (HR. 
Bukhari dan Muslim).69 
 

3. Perempuan yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram 

hukumnya meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah 

talak raj’i, haram dipinang baik secara terang-terangan maupun 

secara sindiran, karena perempuan yang sedang dalam masa iddah 

talak raj’i yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya, 

bekas suaminya berhak merujuk kapan saja ia kehendaki dalam 

masa iddah itu. Sedangkan perempuan yang sedang dalam masa 

talak ba’in baik ba’in sughra maupun ba’in kubra boleh dipinang. 

4. Perempuan yang dipinang itu hendaklah perempuan yang boleh 

dinikahi atau dengan perkataan lain ialah bahwa perempuan itu 

bukanlah mahram dari laki-laki yang akan meminangnya. 

Menurut Sa‟id Thalib al-Hamdani, dalam khitbah harus 

memenuhi dua syarat,
70

 yaitu : 

1. Tidak didahului oleh pinangan orang lain secara syar’i. 

2. Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar’i, yang 

menyebabkan tidak dapat dinikahi, larangan-larangan syar’i 

tersebut adalah antara lain : 

a. Perempuan itu tidak bersuami 

b. Perempuan itu bukan orang yang haram dinikahi untuk waktu 

tertentu atau selamanya 

c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah baik ditinggal mati 

maupun karena talak, baik talak raj’i maupun ba’in. Apabila 

                                                 
69

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid VI, Al-Ma‟arif, Bandung, 1995, hlm. 38 
70

 Sa‟id Thalib al-Hamdani, Op.Cit., hlm. 24-25 
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perempuan masih dalam masa talak raj’i maka ia haram 

dipinang karena ia masih menjadi hak suaminya. Suaminya 

masih berhak merujuknya sewaktu-waktu. Apabila perempuan 

masih dalam masa iddah talak ba’in, ia haram dipinang dengan 

terang-terangan karena suami masih berhak merujuknya 

kembali dengan akad yang baru, tetapi boleh dipinang dengan 

sindiran (kinayah). Lain halnya dengan perempuan yang sedang 

iddah karena ditinggal mati suaminya, ia boleh dipinang tetapi 

dengan sindiran di masa iddah-nya, sebab hubungannya dengan 

suami sudah terputus.  

Sebab diharamkannya meminang dengan terang-terangan di 

siniadalah untuk menjaga perasaan istri yang sedang berkabung 

serta untuk menjaga perasaan keluarga dari ahli warisnya, Allah 

SWT berfirman :

                    

                  

                   

                       

            

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini 

mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-

nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin 

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada 

mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap 

hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah 

bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka 
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takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2] : 235)
71

 

Menurut Mahmud Ali Sarthawi, disyaratkan di dalam berkhitbah 

itu agar orang (perempuan) yang hendak dipinang adalah orang yang boleh 

dipinang. Oleh karena itu, tidak boleh meminang dalam beberapa hal : 

1) Istri orang lain, tidak boleh meminang perempuan yang masih menjadi istri 

orang lain. 

2) Setiap perempuan yang masih menjadi muhrim baginya. 

3) Perempuan yang masih dalam massa iddah talak raj’i. karena perempuan 

tersebut masih dalam wewenang suaminya untuk rujuk kembali dengan 

tanpa akad dan mahar baru. Dalam keadaan yang demikian tidak boleh 

meminang perempuan tersebut baik secara terang-terangan maupun secara 

sindiran. 

4) Setiap perempuan yang masih dalam masa iddah talak ba’in baik ba’in 

sughra maupun ba’in kubra. Para ulama fiqh berbeda pendapat di dalam 

masalah kebolehan khitbah secara mutlak karena talak ba’in. Ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh meminang perempuan yang 

masih dalam masa iddah talak ba’in, baik secara terang-terangan maupun 

secara sindiran, sedangkan ulama Syafi’iyah, Hambaliyah dan Malikiyah 

berpendapat bahwa setiap perempuan yang masih dalam masa iddah 

ditinggal mati. 

Menurut Abdurrahman al-Ghazali bahwa dalam melakukan khitbah 

atau melamar, seseorang harus melakukan beberapa hal yang berhubungan 

dengan perempuan yang akan dipinang, di antaranya adalah :72 
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Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, PT 

Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2010, hlm.38 
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1. Perempuan tersebut tidak dalam pinangan orang lain. 

2. Pada waktu dipinang tidak dalam halangan syar’i yang melarang 

dilangsungkannya pernikahan seperti karena muhrim. 

3. Perempuan yang akan dipinang tersebut tidak dalam masa iddah karena 

talak raj’i 

4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba’in, hendaklah 

meminang dengan cara sirri (tidak secara terang-terangan) 

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa sekalipun khitbah 

merupakan perkara yang dibolehkan, akan tetapi harus memperhatikan 

ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku, seperti tidak boleh 

meminang isteri orang, perempuan yang masih dalam pinangan orang lain 

dan lain-lain. 

4. Tujuan Khitbah 

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu 

pelaksanaanya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini 

sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan 

tradisi masyarakat setempat. Seseorang melakukan peminangan itu adalah 

untuk mewujudkaan tujuan-tujuan yang sangat banyak, di antaranya adalah 

:73 

a. Untuk memudahkan jalan ta’aruf di antara kedua calon pengantin serta 

keluarga kedua belah pihak 

b. Untuk menumbuhkan mawaddah di antara kedua belah pihak yang akan 

melangsungkan akad pernikahan yang di dalam al-Qur’an disebut 

                                                                                                                                      
72

Abdurrahman al-Ghazali, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, Edisi Pertama, 2003, hlm. 

74 
73

Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit, hlm. 73-74  
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dengan istilah mitsaaqon ghalidzan (janji yang kuat, pada QS. An Nisaa’ 

ayat 21) 

c. Untuk memberikan ketenteraman jiwa kepada kedua calon pengantin. 

Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syari’at, dan 

perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan 

menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan 

pengaruh seperti nikah. karena  dalam akad nikah, memiliki ungkapan 

khusus yaitu ijab dan qabul serta seperangkat persyaratan tertentu. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Profil Kelurahan Kotakarang kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2016 
 

1. Sejarah Singkat 

Pada abad ke-XVIII (Tahun 1800) Kelurahan Kotakarang dihuni dan 

dibuka oleh Pangeran Tanun Dewangsa dan Pangeran Tanun Jaya beserta 

keluarga. Mereka datang dari Sekala Bekhak dari keturunan Buay Nunyai. 

Nama Kelurahan Kotakarang ini sudah lama kita dengar sehingga tidak asing 

lagi bagi kita semua khususnya bagi masyarakat pesisir Bandar Lampung. 

Kotakarang berasal dari kata aslinya yaitu Kuta Kakhang (berasal dari 

bahasa Lampung) yang diartikan sebagai Pagar Karang, sebab pada zaman 

dahulu kelurahan ini dipinggir pantai Teluk Lampung, yang pada waktu itu 

tempat bersandarnya Gerombolan Bajak Laut. Maka untuk pengamanannya 

dipagar dengan batu karang, maka kelurahan ini  dinamakan Kotakarang 

sampai pada saat ini. 

Kemudian pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 17 September 2012 

Kelurahan Kotakarang dimekarkan menjadi dua Kelurahan, yaitu Kotakarang 

dan Kotakarang Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 

tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar 

Lampung. 

Kelurahan kotakarang telah terjadi penggantian Kepala Desa / Lurah 

sebanyak 16 (enam belas) kali yang antara lain: 
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Tabel 1. Nama-nama kepala desa atau kelurahan yang pernah memimpin 

di Kelurahan Kotakarang. 

NO Nama Kepala Kelurahan Tahun 

1 PANGERAN ARIA TANUN DEWANGSA 1850 

2 DALOM SANGUN RATU 1883 

3 BATIN MAKDUM  1913 

4 RADEN RIA (KASIM) 1929 

5 DALOM SANGUN RATU (Hi. MUSA) 1940 

6 RADEN ANOM (ABDULLAH) 1950 

7 RADEN NUR JATI (MUSA) 1966 

8 P.ARIA TANUN JAYA (ABD.MUTALIB) 1970 

9 RATU INTAN (Hj. ROHANA)  1970 – 1980 

10 KIMAS MACAN NEGARA (AMINUDDIN) 1980 – 2000 

11 MINAK PANJI (M.RASYID.SY)  2000 – 2003 

12 A.H.SUTEJO.TS 2003 – 2006 

13 ZULKIPLI, S.E 2006 – 2010 

14 M.SYAHRONI,S.Sos 2010 – 2011 

15 ZULKIPLI, SE. MM 2011 – sekarang 

 

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016 

 

 
2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Menuju Masyarakat 

Sejahtera. 
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b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas Aparatur Kelurahan Kotakarang Kecamatan 

Teluk Betung Timur. 

2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan 

sarana prasarana. 

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kelurahan Kotakarang melalui Prgram 

Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

3. Gambaran Umum 

a. Letak Geografi 

Secara geografis Kelurahan Kotakarang merupakan dataran rendah 

terletak di sisi bantaran Sungai Way Belau yang langsung bermuara ke Laut 

Teluk Lampung serta  diseberangi oleh jembatan menuju Pulau Pasaran 

sebagai sentra pengolahan ikan asin dan ikan Teri yang merupakan Produk 

Unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Luas Wilayah Kelurahan 

Kotakarang ± 35 Ha, terdiri dari 2 Lingkungan dan 21 Rukun Tetangga (RT). 

Secara Administratif, batas Kelurahan Kotakarang ke arah utara menuju 

daerah Way Belau, ke arah selatan menuju daerah Kelurahan Kotakarang 

Raya, ke arah timur menuju daerah Laut Teluk Lampung dan ke arah barat 

menuju daerah Kelurahan Perwata. 

  



 lxii 

Tabel 2. Batas secara administratif Kelurahan Kotakarang. 

NO ARAH DAERAH 

1 Utara Way Belau 

2 Selatan Kelurahan Kotakarang Raya 

3 Timur Laut Teluk Lampung 

4 Barat Kelurahan Perwata 

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016 

Jarak dari Kelurahan Kotakarang menuju ke pusat pemerintahan 

Kecamatan sejauh ± 2,5 Km, menuju ke Pemerintahan Kabupaten / 

Kota sejauh ± 50 Km, dan menuju ke Pemerintahan Provinsi sejauh ± 

1,5 Km. 

        Tabel 3.Jarak ke pusat pemerintahan dari Kelurahan kotakarang. 

NO INDIKATOR SUB. INDIKATOR 

1 Ke Pemerintahan Kecamatan ± 2,5 Km 

2 Ke Pemerintahan Kabupaten / Kota ± 50 Km 

3 Ke Pemerintah Provinsi ± 1,5 Km 

 Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016. 

 
b. Keadaan Demografi 

Kelurahan Kotakarang sampai dengan awal Tahun 2014 mempunyai 

jumlah penduduk 10.186 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 5.440 

jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.180 jiwa.  Jumlah kepala keluarga 

pada Kelurahan Kotakarang adalah 2.642 KK. Secara rinci jumlah penduduk 

berdasarkan golongan umur dapat disajikan pada table sebagai berikut: 

Jumlah penduduk berdasarkan umur 
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Tabel 4. Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kelurahan Kota 

Karang Kota Bandar Lampung tahun 2013 

NO. INDIKATOR JUMLAH 

1.  0 – 4 tahun 847 orang / jiwa 

2.  >5 - <6 tahun 587 orang / jiwa 

3.  >6 - <13 tahun 1099 orang / jiwa 

4.  ≥14 - <16 tahun 839 orang / jiwa 

5.  ≥17 - ≤24 tahun 1504 orang / jiwa 

6.  >25 – 54 tahun 3587 orang / jiwa 

7.  56 tahun ke atas 1425 orang / jiwa 

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016 

Jumlah penduduk berdasarkan jender sampai dengan awal Tahun 2014 

mempunyai jumlah penduduk 10.620 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 

sebanyak 5.440 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5,180 jiwa, 

Jumlah kepala keluarga pada Kelurahan Kotakarang adalah sebanyak 2642 

jiwa. 

Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan jender di Kelurahan Kotakarang. 

NO. INDIKATOR JUMLAH 

1.  Jumlah Penduduk 10620 Orang / Jiwa 

2.  Jumlah Laki-Laki 5440 Orang / jiwa 

3.  Jumlah perempuan 5180 Orang / Juwa 

4.  Jumlah Kepala Keluarga 2642 Orang / Jiwa 

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016. 
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c. Keadaan Iklim 

Topografi Kelurahan Kotakarang sebagian besar adalah dataran 

rendah.Ketinggian tanah Kelurahan Kotakarang dari permukaan laut setinggi 2 

meter.  Curah hujan di kelurahan ini sebesar 25 mm/tahun, sedangkan suhu 

rata-ratanya sebesar  37
o

C. 

d. Keadaan Sosial Ekonomi 

Kelurahan Kotakarang merupakan jantung pintu gerbang Kecamatan 

Teluk Betung Timur. Dengan letaknya yang strategis menjadikan daerah ini 

sebagai pusat perdagangan umum, jasa, dan pusat kegiatan perekonomian. Hal 

ini didukung dengan adanya pasar tradisional yaitu pasar Kotakarang, serta 

pusat pengolahan Ikan Asin serta Ikan Teri yang berada di Pulau Pasaran. Dilihat 

dari mata pencahariaanya sebagian besar penduduk Kelurahan Kotakarang 

bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 8,3366 %, buruh 

bangunan sebanyak 0,68 %, wiraswasta/berdagang 6,60 %, PNS sebanyak 0,73 

%, TNI / POLRI sebanyak 0,286 % dan yang bermata pencaharian lainnya 

sebanyak 83,356\%. 

Tabel 6. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kotakarang 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung tahun 2016. 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 PNS 75 Orang 

2 TNI / POLRI 29 Orang 

3 Wiraswasta / Pedagang 669 Orang 

4 Nelayan 845 Orang 

5 Buruh 69 Orang 

6 Lain-lain 8.449 Orang 

Jumlah 10.136 Orang 

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016 

Ekonomi Masyarakat 
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Tabel 7. Ekonomi Masyarakat Kelurahan kotakarang 

NO INDIKATOR SUB. INDIKATOR JUMLAH 

Tahun : 2016 

1 Pengangguran 1. Jumlah Penduduk Usia Kerja 

15-56 tahun 

1986 Orang 

2. Jumlah penduduk Usia Tidak 

Kerja 15-56 tahun 

321 Orang 

3. Penduduk wanita usia 15-56 

Tahun Menjadi IBU Rumah 

Tangga 

2529 Orang 

4. Penduduk Usia >15 Tahun 

Cacat Sehingga Tidak  Dapat 

Bekerja 

0 Orang 

2 Pendapatan 1. Pertanian Rp.  

2. Kehutanan Rp.  

3. Perkebunan Rp.   

4. Perternakan Rp. 2,700.000 

5. Perikanan Rp. 7,200.000 

6. Perdagangan Rp. 5,000.000 

7. Jasa Rp.  
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8. Usaha penginapan / Hotel 

dan sejenisnya 

Rp.  

9. Pariwisata Rp.  

10. Industri Rumah tangga Rp.  

3 Kelembagaan 

Ekonomi 

1. Pasar Ada 

2. Lembaga koprasi / 

Sejenisnya 

Ada 

3. BUM (Desa/ Kelurahan) Tidak ada 

4. Toko / Kios Ada 

5. Warung Makan Ada 

6. Angkutan Tidak Ada 

7. Pangkalan Ojek, Becak / 

Sejenisnya 

Ada 

4 Tingkat 

kesejahtraan 

1. Jumlah Keluarga 5058 Keluarga 

2. Jumlah keluarga Prasejahtra 4830 Keluarga 

3. Jumlah Keluarga Sejahtra -1 1772 Keluarga 

4. Jumlah Keluarga Sejahtra -2 1840 Keluarga 

5. Jumlah Keluarga Sejahtra -3 1218 Keluarga 
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6. Jumlah Keluarga Sejahtra -3 

Plus 

228 Keluarga 

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016 

e. Keadaan Sosial Budaya 

1) Agama 

Penduduk Kelurahan Kotakarang pada awal tahun 2014 berdasarkan 

agama terdiri dari agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan agama 

Budha dengan uraian sebagai berikut. Penduduk yang beragama islam 

sebanyak 9676 jiwa, beragama Katolik sebanyak 117 jiwa, beragama 

Hindu sebanyak 213 jiwa dan beragama Budha sebanyak 53 jiwa. 

Tabel 8. Penduduk Kelurahan Kotakarang pada awal tahun 2014 

berdasarkan agama. 

No Agama Jumlah 

1 Islam 9676   Jiwa 

2 Protestan - 

3 Katolik 117 Jiwa 

4 Hindu 213 Jiwa 

5 Budha 53 Jiwa 

  Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016 

Jumlah tempat ibadah di Kelurahan Kotakarang ada 11 Unit, terdiri 

masjid 8 unit dan mushola sebanyak 3 unit. 

Tabel 9. Jumlah tempat ibadah di Kelurahan kotakarang. 

NO TEMPAT IBADAH JUMLAH 

1 Masjid 8 unit 

2 Musola 3 unit 

Sumber: Monografi Kelurahan Kotakarang, 2016 
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2)  Kesehatan 

 

Sarana Kesehatan di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung 

Timur terdiri dari : 

1. PusKesKel  :    1 Unit 

2. Posyandu   :    8 Unit 

Tabel 10. Kesehatan masyarakat Kelurahan Kotakarang 

Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016 

3) Macam-macam Suku 

Kelurahan Kotakarang bermayoritaskan Suku Bugis dengan jumlah sebanyak  ± 

3526 jiwa, sementara itu Suku jawa berjumlah  ± 1114 jiwa, Suku Lampung 

NO.  INDIKATOR SUB. INDIKATOR JUMLAH 

1.  Kematian bayi 1. Jumlah bayi lahir 25 orang 

2. Jumlah bayi mati 8 orang 

2. Gizi dan 

kematian balita 
1. Jumlah balita 2468 orang 

2. Jumlah balita gizi buruk 0 orang 

3. Jumlah balita gizi baik 2468 orang 

3. Cakupan 

imunisasi 
1. Cakupan imunisasi polio 644 orang 

2. Cakupan imunisasi DPT-1 644 orang 

3. Cakupan imunisasi BCG 644 orang 

4.  Angka harapan 

hidup 

Angka harapan hidup 9888 orang 

5.  Cakupan 

pemenuhan 

kebutuhan hidup 

1. Total rumah tangga 
dapat akses air bersih 

2642 

2. Pengguna air sumur 0 orang 

3. Pengguna air sumur 
pompa 

642 orang 

4. Pengguna sumur gali 0 orang 

5. Pengguna mata air 0 orang 

6. Pengguna hidran umum 42 orang 

7. Pengguna penampung air 
hujan 

0 orang 

8. Pengguna embun 0 orang 

9. Lainnya 0 orang 

10. total rumah tangga tidak 
mendapat air bersih 

642 orang 

6.  Kepemilikkan 

jamban 
1. Total rumah tangga 

mempunyai jamban / WC 

.......... orang 

2. Total rumah tangga yang 
tidak mempunyai jamban 
/ WC 

.......... orang 

3. Pengguna MCK .......... orang 
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berjumlah sebanyak ± 955 jiwa dan suku lain-lainnya seperti Tionghoa, 

Madura, Melayu dan sebagainya berjumlah ± 4370 jiwa. 

              Tabel 11. Penduduk Kotakarang dilihat dari segi Suku pada tahun 2016 

No                         Nama Suku  JUMLAH 

1 Suku Bugis ± 3526 jiwa 

2 Suku Jawa ± 1114 jiwa 

3 Suku Lampung ± 955 jiwa 

4 Suku Tionghoa dan lain-lainnya ± 4370 jiwa 

           Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang tahun 2016 

4) Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Kotakarang terdiri sebagai 

berikut; 

Tabel 12. Data tingkatan perkembangan pendidikan Kelurahan Kotakarang 

NO. INDIKATOR SUB. INDIKATOR JUMLAH 

1.  Pendidikan 

penduduk usia 

15 Tahun ke 

Atas 

1. Jumlah penduduk buta 
huruf 

0 orang / jiwa 

2. Jumlah penduduk tidak 
tamat SD / Sederajat 

1397 orang / 

jiwa 

3. Jumlah penduduk 
tamat SD / sederajat 

3485 orang / 

jiwa 

4. Jumlah penduduk 
tamat SLTP / sederajat 

1591 orang / 

jiwa 

5. Jumlah penduduk 
tamat SLTA 

1569 orang / 

jiwa 

6. Jumlah penduduk 
tamat D-1 

158 orang / 

jiwa 

7. Jumlah penduduk 
tamat D-2 

.......... orang 

8. Jumlah penduduk 
tamat D-3 

.......... orang 

9. Jumlah penduduk 
tamat sarjana 

139 orang / 

jiwa 

2.  Wajib belajar 9 1. Jumlah penduduk 
tamat D-3 

.......... orang 
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S 

 

Sumber : Monografi Keurahan Kotakarang Tahun 2016 

Sarana pendidikan yang berupa SD, SMP, dan SMA cukup 

memadai bagi penduduk Kelurahan Kotakarang untuk menempuh 

pendidikan sehingga diharapkan penduduk mampu bersekolah dan 

mempunyai ilmu dan pengetahuan yang dapat bermanfaat. 

f. Keadaan Sosial Politik 

Pada pelaksanaan Pemilu 2014baik pada Pemilu Legislatif maupun 

Pilpres Tahap I dan II, jumlah mata pilih adalah 

                    Tabel 13. Pemilihan umum Legislatif Kelurahan Kotakarang 

NO INDIKATOR JUMLAH 

1 Legislatif 7574 Orang 

2 Pilpres I 7574 Orang 

3 Pilpres II 75774 Orang 

4 Jumlah TPS 20 Buah 

  Sumber : Monografi Kelurahan kotakarang 

4. Pajak Bumi dan Bangunan 

tahun dan 

putus sekolah 

 

 

2. Jumlah penduduk usia 
7-15 tahun masih 
sekolah 

2533 orang 

3. Jumlah penduduk usia 
7-15 tahun putus 
sekolah 

.......... orang 

3. Prasarana 

pendidikan 
1. Jumlah SLTA sederajat 1 Gedung 

2. Jumlah SLTP sederajat 1 Gedung 

3. Jumlah SD sederajat 3 Gedung 

4. Lembaga pendidikan 
agama 

1 Gedung 

5. Lembaga pendidikan 
lain (kursus / 
sejenisnya) 

26 orang 
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Dari sektor PBB Kelurahan Kotakarang menyumbang PAD Kota Bandar 

Lampung dengan realisasi sbb : 

Tabel 14. Sektor PBB Kelurahan Kotakarang. 

Tahun Target (Rp) Realisasi % 

2011 

Rp. 168.399.307,- Rp.115.905.002,- 
98,32  

% 

2012 

Rp. 202.369.858,- Rp.138.328.627,- 
68,00  

% 

2013 

Rp. 162.987.596,- Rp.  98.164.409,- 
60,00  

% 

  Sumber : Monografi Kelurahan Kotakarang 2016 

5. Pemerintahan 

Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk betung Timur terdiri dari staf 

Kelurahan 5 (lima) orang masing-masing sebagai sekretaris, Kepala Seksi (Kasi), 

PLKB, Staf dan PHL. Uraian lebih rinci pada table sebagai berikut : 

Tabel 14. Staf Kelurahan Kotakarang. 

No U r a i a n Pegawai 

1 Sekretaris 1 Orang 

2 Kepala Seksi (Kasi) 1 Orang 

3 PLKB 1 Orang 

4 Staf 1 Orang 

5 P H L 1 Orang 
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J u m l a h 5 Orang 

  Sumber : Monografi Kelurahan kotakarang 2016 

 
B. Adat Bugis Mengenai Doi’ Menre’ dan Istilah-istilah Adat dalam Prosesi 

Perkawinan 

 

Suku Bugis adalah salah satu suku yang dominan mendiami daerah 

provinsi Sulawesi Selatan. Selain suku Bugis, terdapat suku lain di antaranya 

adalah suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Istilah Doi’ Menre’  atau 

uang hantaran tidak hanya dipakai dalam perkawinan adat suku Bugis saja, 

namun juga dipakai dalam adat suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. 

Hanya saja dalam penyebutan istilah uang hantaran selain suku Bugis suku yang 

telah disebutkan di atas menyebutnya dengan istilah Doi’ Panai’. 

Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis tidak hanya berdomisili di 

daerah Sulawesi saja, akan tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, 

salah satunya adalah ke Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Orang-orang Bugis di sana telah membentuk komunitas tersendiri dengan 

berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih 

berlaku sampai sekarang. 

Dalam perkawinan, masyarakat suku bugis yang ada di Kelurahan 

Kotakarang menganut adat yang disebut dengan Doi’ Menre’ (uang hantaran), 

adat Doi’ Menre’ tidak bisa dipisahkan dalam adat perkawinan Suku Bugis, 

karena Doi’ Menre’ sudah menjadi salah satu syarat wajib dalam melaksanakan 

perkawinan pada adat Bugis.
74
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 Tidak hanya terdapat istilah yang disebut Doi’ menre’ saja tentunya, 

tetapi terdapat  juga istilah-istilah lain dalam pelaksanaan perkawinan, di 

antaranya adalah
75

 : 

1. Paita atau mattiro artinya mengamati dari jauh. 

2. Mammanu’-manu’, Mappese’-pese’, Mappauri Boko Tange’, Mabbalawo 

Cici, dan Mabbaja Laleng, yang artinya : Menjajaki, Pendekatan, Pembuka 

Jalan, dan Merintis 

3. Lettu’, Massuro, dan Madduta, yang artinya Melamar atau menyampaikan 

lamaran atau meminang. Hal ini dilakukan oleh salah seorang perwakilan 

dari pihak laki-laki untuk berdialog dengan perwakilan atau orang tua dari 

pihak perempuan. Waktu melamar belum melibatkan banyak orang, biasanya 

paling banyak 3-5 orang dari masing-masing pihak termasuk kedua 

perwakilan. 

4. Mappasiarekeng, artinya mengukuhkan kembali apa yang telah disepakati 

oleh kedua perwakilan yang dihadiri oleh sesepuh dari masing-masing pihak, 

dalam pelaksanaanya tidak melibatkan banyak orang, yaitu cukup kedua 

perwakilan bersama sesepuh dari masing-masing pihak. Pada waktu inilah 

ditentukan pelaksanaan Mappetu Ada yang artinya mengambil keputusan, 

kapan dilaksanakannya acara Mappetu Ada. Setelah sudah ada kesepakatan 

penentuan waktunya barulah dapat dilaksanakannya. 

5. Mappetu Ada, artinya mengambil keputusan bersama segala sesuatunya yang 

akan dilaksanakan, termasuk kesepakatan perwakilan terdahulu dan 

selanjutnya kesepakatan waktu itu mengenai : 

a. Sompa artinya pemberiaan berupa uang atau harta dari pihak keluarga 

laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat sahnya 
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pernikahan menurut ajaran Islam. Secara sepintas, Sompa dan Doi’ 

Menre’ memiliki pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya 

sama-sama merupakan suatu kewajiban yang memang harus terpenuhi 

dalam perkawinan. Namun, jika dilihat dari sejarah yang 

melatarbelakanginya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. 

Sompa atau yang lebih dikenal sebagai mas kawin adalah sebuah 

kewajiban dalam tradisi Islam.
76

 Sebagaimana dalam firman Allah SWT, 

sebagai berikut : 

                       

      

 
Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya. 

 

b. Doi’ Menre’ artinya uang naik/atau uang hantaran. Suatu pemberian 

berupa harta benda atau uang dari pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan yang besarnya diukur sesuai dengan kesepakatan bersama. 

c. Leko’ atau Alu’, Kalu, Erang-erang, Tiwi-tiwi Artinya bawaan atau 

seserahan, dalam bahasa Bugis Bone disebut “passuro’ atau Mita” yang 

diantar sewaktu hari pelaksanaan akad nikah. 

d. Accatakeng artinya biaya pencatatan pada penghulu. 

e. Pakeang Botting artinya busana pengantin atau baju pengantin yang akan 

disepakati saat acara perkawinan dilaksankan. 
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f. Tonangenna artinya kendaraan yang dibutuhkan dari kedua belah pihak 

apabila jarak tempuh keduanya jauh. 

g. Pelaksanaan hari “H‟ seperti : 

1) Mappapening atau Mappaenro’ Botting ialah mengantarkan calon 

pengantin laki-laki kerumah calon pengantin perempuan untuk 

melaksanakan akad nikah. 

2) Akkalabinengenna artinya akad nikah 

3) Mapparola artinya sesudah akad nikah, pengantin perempuan 

bersama pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin Laki-laki. 

4) Aggaukeng artinya pelaksanaan pesta atau resepsi dari kedua belah 

pihak. 

6. Kegiatan selanjutnya dari masing-masing pihak sesuai kemampuan misalnya: 

a. Massarapo Mabbaruga artinya tempat pelaksanaan pesta dipersiapkan 

b. Mappalettu’ Selleng, Mattampa artinya menyampaikan undangan kepada 

handai tolan dan kerabat lainnya. 

c. Rappo-Rappona’ artinya kedua calon pengantin sangat dibatasi lingkup 

geraknya demi menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. 

d. Ripallekke’ atau Ripassobbu artinya calon pengantin perempuan dipingit 

dan ditempatkan pada suatu kamar khusus dan baru diperbolehkan 

muncul setelah 3-5 hari sebelum akad nikah dilaksanakan.  

e. Selama dipingit sampai hari pelaksanaan akad nikah, banyak acara ritual 

yang masing-masing punya makna atau simbol, dalam bahasa Arab 

disebut Tafaul dan dalam bahasa bugis disebut Sennu-sennuang atau 

Sennu-sennureng, antara lain : 

1) Mabbeda’ Bolong artinya memakai bedak hitam dari beras yang 

sudah disangrai atau digoreng sampai hangus tanpa minyak dan 

ditumbuk bersama bangle sampai halus. 
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2) Ripasau artinya mandi uap. 

3) Cemme Passili artinya mandi tolak balak (cemme’ tula’ bala). 

4) Macceko artinya mencukur bulu-bulu halus pada bagian tertentu 

untuk memuluskan kulit utamanya wajah sebelum acara Tudang 

Penni. 

5) Tudang Penni atau malam pacar pada umumnya dilaksanakan seperti 

: khatam al-Qur‟an, al-Berzanji, mappaci dan kegiatan lainnya 

sampai pagi. Kegiatan ini merupakan persiapan untuk menunggu 

calon pengantin pria dalam pelaksanaan akad nikah esok harinya. 

 
C. Pelaksanaan Doi’ Menre’ dalam Pernikahan Adat Bugis di Kelurahan 

Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur 

 

Dalam perkawinan orang Bugis, terdapat adat yang tidak dapat 

dipisahkan dan bahkan sudah menjadi syarat wajibnya dalam melaksanakan 

perkawinan, istilah Bugis menyebutnya Doi’ Menre’ atau dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan uang hantaran. 

Sebelum perkawinan dilaksanakan, masyarakat Bugis di Kelurahan 

Kotakarang memiliki proses yang sama dengan kebanyakan adat-adat lainnya 

bahkan Islam juga menganjurkan proses tersebut yaitu khitbah atau peminangan 

dan sebelum peminangan dilakukan, masyarakat adat Bugis biasanya menentukan 

atau memusyawarahkan besarnya Doi’ Menre’ yang akan diberikan kepada pihak 

perempuan.77
 

Doi’ Menre’ atau uang hantaran adalah suatu pemberian berupa harta 

benda atau uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya 

diukur sesuai dengan kesepakatan bersama. Sementara Doi’ Menre’ atau uang 

hantaran di berikan saat peminangan itu dilaksanakan. 

                                                 
77

 Syahril, Tokoh Agama, Wawancara, 6 September 2016, Kediaman di Lingkungan II 

Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur 



 lxxvii 

Besar kecilnya Doi’ Menre’ yang diberikan oleh calon suami kepada 

calon isteri jumlahnya lebih besar daripada mahar. Adapun kisaran jumlah Doi’ 

Menre’ di mulai dari 25 juta – 50 juta dan bahkan bisa sampai ratusan juta 

rupiah.
78

 Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh 

perwakilan pihak keluarga laki-laki dan pewakilan pihak perempuan dalam 

menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar Doi’ Menre’ yang 

dipatok oleh pihak keluarga perempuan. 

Dalam kenyataannya, beberapa dari sekian banyak pemuda gagal 

menikah karena tinginnya Doi’ Menre’ yang dipatok oleh pihak keluarga 

perempuan, sehingga mereka tidak dapat memenuhi Doi’ Menre’ yang diminta 

oleh pihak perempuan.
79

 

Tinggi rendahnya Doi’ Menre’ merupakan bahasan yang paling 

mendapatkan perhatian dalam perkawinan adat Bugis, sehingga sudah menjadi 

rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi tamu undangan. Adapun 

yang menjadi penyebab tingginya jumlah Doi’ Menre’ tersebut disebabkan 

karena beberapa faktor, di antaranya adalah Status sosial, Faktor Pendidikan, dan 

Kondisi fisik calon isteri.
80

 

1. Status Sosial 

Status sosial masyarakat adat Bugis menjadi hal yang paling utama dan 

mendasar penyebab tingginya jumlah Doi’ Menre’ yang harus diberikan oleh 

pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ketika orang tua dan keluarga 

besarnya dari pihak perempuan dianggap orang yang terpandang, maka pasti 

berbeda halnya dengan seseorang yang status sosialnya biasa-biasa saja. 
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Status sosial ini dapat dilihat dari faktor ekonomi, jabatan orang tua 

perempuan dan masih dari garis keturunan yang terpandang pula. Maka Doi’ 

Menre’ yang harus diberikan oleh pihak laki-laki harus tinggi pula. 

 Contoh dalam pernikahan ini adalah Pasangan Erviana dengan Muhammad 

Iqbal dan Suharni dengan Senal. 

a. Erviana dengan Muhammad Iqbal 

Muhammad Iqbal menikahi Erviana pada tahun 2014 dengan Doi’Menre’ 

yang jumlahnya cukup tinggi, karena Erviana dari keturunan keluarga 

yang terpandang dan termasuk orang kaya. Orang tua Erviana adalah 

seorang juragan yang memiliki beberapa unit kapal dan juga PNS.  

Muhammad Iqbal membayar Doi’ Menre’ yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak sebesar 75 juta. 

b. Suharni dengan Senal 

Sama halnya dengan pasangan Erviana dengan Muhammad Iqbal, Senal 

menikahi Suharni pada tahun 2014 dengan Doi’ Menre’ sebesar 75 juta, 

dikarenakan orang tua Suharni adalah keturunan keluarga yang 

terpandang dan orang kaya. Orang tua Suharni juga seorang juragan dan 

juga terpandang karena menjadi pemuka Adat di Kelurahan Kotakarang. 

2. Pendidikan  

Tingkat pendidikan dari pihak perempuan juga mempengaruhi tingginya 

jumlah Doi’ Menre’ yang harus diberikan. Tetapi lain halnya dengan status 

sosial, tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu ia berasal dari keluarga 

yang terpandang dan ekonominya tinggi, hanya saja dalam tingkat 

pendidikan merupakan suatu nilai tambah tersendiri bagi pihak laki-laki. 
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Karena dengan menikahi perempuan yang berpendidikan, diharapkan kelak 

dapat membimbing anak-anaknya dengan baik.
81

 

Contoh : Pasangan Arbaniati, Amd.Keb dengan Kahar dan Kasmawati, 

S.Kep dengan Tajiruddin 

a. Arbaniati, Amd.Keb dengan Kahar 

Kahar menikah dengan Arbaniati, Amd.Keb pada tahun 2013 dengan 

Doi’ Menre’ sebesar 50 juta, walaupun status sosial Arbaniati adalah 

orang yang sedang, namun dikarenakan faktor pendidikannya yang 

mempengaruhi tinggi jumlah Doi’ menre’ yang harus diberikan dari 

pihak keluarga Kahar. 

b. Kasmawati, S.Kep dengan Tajiruddin 

Kasmawati dinikahi oleh Tajiruddin pada tahun 2014 dengan Doi’ 

Menre’ sebesar 45 juta, karena tingkat pendidikan dari Kasmawati lah 

yang menjadi faktor Tajiruddin mau memenuhi Doi’ Menre’ yang telah 

dipatok oleh keluarga Kasmawati. 

3. Kondisi Fisik Calon Istri 

Kondisi fisik calon istri juga dapat mempengaruhi tingginya jumlah 

Doi’ Menre’ yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Karena calon laki-laki beranggapan  apabila calon wanita 

yang cantik dan baik-baik mestinya akan mempengaruhi keturunannya 

kelak. Maka dari anggapan itulah calon laki-laki berani memberikan 

Doi’ Menre’ yang lumayan tinggi.
82

 

Contoh : Pasangan Wawan dengan Harpida dan Herlina dengan Taufik 

a. Harpida dengan Wawan 
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Wawan menikahi Harpida pada tahun 2015 dengan memberi Doi’ menre’ 

sebesar 37 juta, karena faktor kecantikan dan tentunya Harpida adalah 

wanita yang baik-baik, inilah yang menjadi alasan Wawan besedia 

memberi Doi’ Menre’  yang lumayan tinggi. 

b. Herlina dengan Taufik 

Taufik menikahi Herlina pada tahun 2016 dengan biaya Doi’ Menre’ 

yang lumayan tinggi, yaitu sebesar 36 juta. Taufik bersedia memberi 

Doi’ Menre’ yang telah dipatok oleh orang tua Herlina, karena Taufik 

beranggapan bahwa Herlina adalah wanita yang cantik dan baik tentunya. 

Setelah penulis ungkapkan kasus di atas, bahwa terdapat banyak 

istilah-istilah adat Bugis dalam melangsungkan proses  perkawinan, seperti 

Paita atau mattiro, Mammanu’-manu‟, Lettu’, Massuro, Madduta, 

Mappasiarekeng, Mappetu Ada dan lain sebagainya. Pelaksanaan Doi’ 

Menre’ di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur 

dilakukan secara mufakat dengan cara musyawarah antar keluarga dari 

pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. sementara itu, tinggi 

rendahnya Doi’ Menre’ dilandasi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah 

faktor strata sosial, faktor pendidikan, dan faktor kondisi fisik calon istri. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pelaksanaan Doi’ Menre’ dalam Perkawinan Adat Bugis di Kelurahan 

Kotakarang  

 

Setelah menyajikan data sekunder berupa teori-teori yang penulis 

peroleh dari hasil membaca dan memahami berbagai referensi yang kemudian 

penulis sajikan pada BAB II. Langkah selanjutnya menyajikan data primer 

yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, 

kemudian data primer ini disajikan pada BAB III. Sedangkan pada BAB IV 

ini penulis akan menganalisa data yang telah diperoleh tersebut. Penganalisaan 

dilakukan dengan cara mensinergikan antara teori dengan fakta yang terjadi di 

lapangan terkait dengan tradisidi lapangan yang penulis jadikan judul 

penelitian ini. 

Masyarakat adat Bugis di Kelurahan Kotakarang mempunyai tradisi 

tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan salah satunya adalah adanya 

kewajiban pihak mempelai laki-laki untuk memberikan Doi’ Menre’ sebagai 

syarat wajibnya  dalam pelaksanaan akad perkawinan.  

Sebagai Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad nikah, 

tak jarang pihak laki-laki membatalkan pernikahannya dikarenakan tidak 

dapat memenuhi syarat yang diminta oleh pihak perempuan. Terlebih lagi 

apabila pihak laki-laki berada di kalangan orang yang kurang mampu dalam 

ekonominya, maka mereka memilih untuk mencari calon  perempuan lainnya 

atau memilih calon yang Doi’ Menre’nya tidak terlalu tinggi. 

Hal ini terjadi pada kasus calon pasangan Angga Saputra dengan Nurul 

Istiqomah dan Kurniawan dengan Siti Mahmudah. 
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1. Angga Saputra denga Nurul Istiqamah 

Pada tahun 2013, Angga Saputra yang berumur 25 tahun gagal menikahi 

Nurul Istiqamah yang berumur 21 tahun, dikarenakan  orang tua Nurul 

Istiqamah adalah dari kalangan orang terpandang. Angga Saputra tidak 

dapat memenuhi jumlah Doi’ Menre’ yang ditetapkan oleh orang tua Nurul 

Istiqamah yang jumlahnya cukup tinggi yaitu sebesar 45 juta. Sehingga 

Angga Saputra memilih mencari calon wanita lain yang jumlah Doi’ 

Menre’nya lebih rendah.  

2. Kurniawan dengan Siti Mahmudah 

Kasus yang sama dialami oleh Kurniawan dengan Siti Mahmudah, pada 

tahun 2015, Kurniawan yang berumur 29 tahun gagal menikahi Siti 

Mahmudah yang saat itu berumur 23 tahun, dengan alasan Siti Mahmudah 

adalah orang yang berpendidikan, Siti Mahmudah dapat menyelesaikan 

studi S1nya, sehingga orang tua Siti Mahmudah mematok jumlah Doi’ 

Menre’ yang cukup tinggi yaitu sebesar 50 juta. Sehingga Kurniawan 

memilih untuk mencari calon wanita lain yang jumlah Doi’ Menre’nya 

lebih rendah. 

Dahulu, istilah Sillariang (kawin lari) sering kali muncul dalam 

kehidupan masyarakat Bugis, salah satu faktor terjadinya adalah  karena syarat 

yang diminta oleh mempelai wanita tidak mampu dipenuhi oleh pihak pria, 

dan antara laki-laki dan perempuan itu telah menjalin hubungan yang cukup 

serius, sehingga mereka nekat mengambil jalan pintas demi mempersatukan 

cinta mereka dengan alasan ingin bahagia.  
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Namun di era yang sekarang ini, bagi pihak laki-laki yang benar-benar 

tidak mampu memberikan Doi’ Menre’, mereka memilih mencari wanita dari 

kalangan suku lain seperti suku Jawa. Karena di dalam perkawinan suku Jawa 

pihak perempuan tidak mematok berapa jumlah uang hantaran yang akan 

diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini terjadi pada Usman Ali, pada tahun 

2012 Usman Ali memilih mencari wanita dari kalangan suku Jawa, 

dikarenakan faktor ekonomi keluarganya kurang mampu. 

Pemberian Doi’ Menre’ pada masyarakat adat Bugis di Kelurahan 

Kotakarang sudah menjadi salah satu langkah dalam pernikahan yang harus 

dilakukan oleh pihak laki-laki ketika akan melangsungkan akad pernikahan, 

namun setelah adanya proses-proses adat sebagai berikut : 

1. Paita atau Mattiro 

Paita atau Mattiro artinya melihat, memantau dan mengamati dari 

jauh. Paita atau Mattiro merupakan langkah pertama atau langkah 

pendahuluan dalam peminangan adat Bugis, yaitu pihak laki-laki 

melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui 

oleh pihak perempuan yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar sudah 

dikenal dengan baik maka kegiatan Paita atau Mattiro ditiadakan. 

Paita atau Mattiro bisa dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki 

maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercayainya. 

Di samping itu, Paita atau Mattiro juga dimaksudkan sebagai 

upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang 

akan dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika 
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Paita atau Mattiro dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan 

pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar. 

2. Mammanu’-manu’ atau Mappese-pese’ 

Merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan yang akan dilamar. Sementara orang yang tepat melakukan 

tugas Mammanu’-manu’ atau Mappese-pese’ adalah orang yang dekat 

dengan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Di samping itu, 

dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Hal ini penting karena 

dalam tradisi masyarakat Bugis, keluarga pihak laki-laki malu secara 

terang-terang disebut namanya, apalagi lamarannya tidak diterima kelak. 

Menurut budaya masyarakat Bugis, Mammanu’-manu’ atau 

Mappese-pese’ dalam peminangan dipandang sebagai bagian dari 

keseluruhan sistem perkawinan Islam. Dikatakan demikian karena 

Mammanu’-manu’ atau Mappese-pese’ pada dasarnya dimaksudkan untuk 

mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian dan tidak 

dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini sangatlah penting karena 

dalam budaya masyarakat Bugis, meminang perempuan yang sedang 

dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan pantangan yang harus 

dihindari.  

3. Lettu’, Massuro, Madduta 

Artinya Melamar atau menyampaikan lamaran atau meminang yang 

dilakukan oleh salah seorang perwakilan dari pihak laki-laki. Biasanya 

dalam acara Lettu’, Massuro, Madduta belum melibatkan banyak orang, 
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cukup 3-5 dari masing-masing perwakilan untuk melakukan dialog atau 

bermusyawarah guna menemukan kesepakatan. 

Bagi masyarakat Bugis, pinangan seseorang dianggap sah apabila 

telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara Lettu’, Massuro, 

Madduta. Oleh karena itu, Lettu’, Massuro, Madduta pada prinsipnya 

sebagai wadah pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan 

sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan.  

4. Mappasiarekeng atau Mappettu Ada 

Tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada 

acara Massuro. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala 

hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti: Sompa, 

Doi’ Menre’, Tanraesso, Pakaian pengantin dan lain sebagainya akan 

diputuskan dalam kegiatan Mappasiarekeng atau Mappettu Ada. 

Dalama acara Mappasiarekeng atau Mappettu Ada sudah tidak ada 

lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala 

sesuatunya sebelum acara ini dilaksan akan secara musyawarah dan penuh 

kesepakatan kedua caalon pihak mempelai. 

Dalama acara Mappasiarekeng atau Mappettu Ada yang sekaligus 

diadakan pemberian Doi’ Menre’, pihak laki-laki umumnya membawa 

empat hal yaitu : sebuah baju bodo dan kini sebagian besar masyarakat 

mengganti dengan kain kebaya/muslim, selem barsarung sutra, sebuah 

cincin dan seperangkat alat shalat. Ke-empat hal ini diserahkan oleh pihak 

laki-laki kepada pihak perempuan. 



 lxxxvi 

Pemberian semacam ini merupakan sifat simbolis yang didalamnya 

terkandung makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana 

yang berfungsi untuk menutup aurat, dan dengan diserahkannya kepada 

pihak perempuan, mengisyaratkan bahwa pihak laki-laki bersedia 

menutupi kekurangan dan bersedia untuk menjaga kehormatan. Demikian 

juga sebaliknya, pihak wanita bersedia menjaga piha klaki-laki, sehingga 

keduanya saling menjaga, saling memelihara dan saling menghormati 

antar kedua pihak. 

Sedangkan untuk pemberian cincin, itu ditandakan sebagai ikatan 

kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki 

menyerahkan cincin, berarti sang wanita telah di ikat, dan ikatan itu 

menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-

laki lain, dan selama proses ini, pihak wanita tidak lagi bebas melakukan 

tindakan apapun yang dapat merusak dan menimbulkan fitnah. 

Selanjutnya penyerahan seperangkat alat shalat dimaknai sebagai 

syari‟at Islam. Seperangkat alat shalat dimaksudkan sebagai pertanda 

bahwa sang calon suami siap membimbing keluarganya kelak menjadi 

keluarga yang Islami, yang ditandai dengan mendirikan shalat sebagai 

tiang agama. 

Sebenarnya apabila di lihat dalam hal prosesi pelaksanaan Doi’ 

Menre’, masyarakat adat Bugis melaksankannya sudah sesuai dengan 

tuntunan yang disyari‟atkan oleh agama. Hanya saja dalam hal penetapan 

jumlah Doi’ Menre’ yang terlalu tinggi oleh pihak perempuan membuat 

pihak laki-laki mengalami tekanan, dan dalam pandangan agama, hal 
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seperti ini terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat 

untuk menunaikan ajaran agamanya. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ dalam Perkawinan Adat 

Bugis 

 

Perkawinan adalah Sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan 

makhluk yang bernama manusia. Dengan mengadakan perkawinan, maka 

akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut. 

Adapun menurut syara‟: nikah adalah akad serah terima antara laki-

laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya 

dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta 

masyarakat yang sejahtera. Di dalam Al-Qur‟an telah dijelaskan mengenai 

perkawinan dalam QS. An-Nisaa‟ ayat 1, Allah SWT berfirman : 

                                 

                               

    

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

Mengawasi kamu. 

Tujuan perkawinan  yang baik akan senantiasa menghasilkan 

kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi, jika tujuan yang di 

niatkan pada awalnya buruk maka mungkin saja akan menimbulkan banyak 

masalah dalam perkawinan yang diwujudkan.  
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Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka dalam menetapkan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang 

ditetapkan Rasul dalam sunnah-Nya, dan manusia tidak boleh membuat aturan 

sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya. 

Sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat Adat Bugis 

mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaannya yaitu pihak laki-

laki diharuskan memberikan uang hantaran atau dalam istilah Bugis 

disebut Doi’ Menre’.  

Berkenaan dengan prosesi adat Doi’ Menre’, pada dasarnya tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam seperti halnya pada prosesi Paita atau 

Mattiro. Proses Paita atau Mattiro ini tidak bertentangan dengan ajaran 

Islam. Dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk 

melihat perempuan yang akan dilamar terlebih dahulu. Hal ini sesuai 

dengan tuntunan Rasulullah Saw yang menganjurkan kepada al-Mughirah 

ibn Syu‟bah untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya ; 

َ  ةَ   تُ عَنِ  اصُْ غِي صْ ةَِ   صْنِ ُ عصْبََ   نَتَّهُ َ طَبَ  أنُصْ ُ صْ : قَ لَ , لاَ  : اصْ َ  نصَْ  صْتَ  اِيَ صْهَ    قُ : اَ قَ لَ اَهُ رَسُوصْلُ  لِله َ لتَّى   للهُ عَلَيصْهِ َ سَلتَّمَ  مصْ
َ ى اِيَ صْهَ  اَِ نتَّهُ  َ كَُ   َ اصْ دََ   َ ي صْ  (ر  ه  ا س  ئى    ن م   ه   اتر مدي).   نَصْ يُ ؤصْ

Artinya : “Rasulullah Saw. bersabda (kepada al-Mughirah) : Apakah kamu 

pernah melihat wanita itu? Al-Mughirah menjawab : Belum. Rasulullah 

bersabda : Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup 

bersama lebih langgeng. (HR. Al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

Ketentuan yang sama dalam prosesi Mammanu’-manu’ atau 

Mappese-pese’ juga terdapat dalam ajaran Islam yang melarang orang 

meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. Sebagaimana 

hadits Rasulullah Saw. sebagai berikut : 
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بََ   صْنِ عَ  مِ   نَتَّ رَسُوصْلُ   لِله ص مِنِ اَلًا يََِ ُّ اَهُ  نَ صْيَبصْلَ عَ عَلَى  َ يصِْ  أَِ يصْهِ :   قَ لَ .عَنصْ عُقصْ مِنُ أَُ و  اصُْ ؤصْ َ لَا َ صْطُبُ عَلَى ِ لصْبَِ    اَصُْ ؤصْ
 (ر  ه حمد مسلم) َ ِ يصْهِ اَ تَّ يَدَرَ 

Artinya : “Dari „Uqbah bin „Amir, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: 

Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak halal bagi 
seseorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh 

meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya.” (HR. 

Ahmad dan Muslim). 

 

Selain prosesi Paita atau Mattiro dan Mammanu’-manu’ atau 

Mappese’-pese’, juga terdapat prosesi  Lettu’, Massuro, Madduta, prosesi 

ini  pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan Islam dalam peminangan. 

Berkenaan dengan ini, Allah SWT berfirman dalam al-Qur‟an surah al-

Baqarah ayat 235 : 

                                

                             

                                

                      

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini 

mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-

nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin 

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada 

mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap 

hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah 

bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah 

kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyantun. 

Setelah melewati ketiga prosesi tersebut, barulah bisa dilangsungkan 

prosesi Mappasiarekeng atau Mappettu Ada yang sekaligus diadakan 

pemberian Doi’ Menre’. Islam memang tidak menjelaskan secara 

mendetail tentang pemberian Doi’ Menre’, tetapi Islam memperbolehkan 
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suatu kebiasaan yang telah dilakukan berkali-kali  menjadi adat  istiadat 

asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

Sementara itu, hukum adat dapat dijadikan hukum Islam apabila 

memenuhi beberapa syarat berikut ini: 

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh 

pendapat umum, 

2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat 

yang bersangkutan, 

3. Telah ada waktu transaksi berlangsung, 

4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak, 

5. Tidak bertentangan dengan nash (al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad 

Saw). 

Mengenai persoalan pemberian Doi’ Menre’ dalam hukum Islam 

termasuk dalam hal keperluan tahsiniyah, keperluan tahsiniyah maksudnya 

keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap tepuji dalam adat 

kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari serta menjauhi suasana yang 

kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. 

Pada keseluruhannya ia menyentuh peraturan akhlak dalam seluruh aspek 

pergaulan dan perhubungan termasuk perkara-perkara sunnah seperti halnya 

melakukan amalan sunnah dalam ibadah. 

Walaupun menurut adat Bugis Doi’ Menre’ masuk dalam kategori 

syarat wajib dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah 

hukum syar‟i. Oleh karena itu, hukum Doi’ Menre’  menurut hukum Islam 
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adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah (hadiah) dari pihak 

laki-laki untuk pihak perempuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian, pembahasan pada bab analisis terhadap 

pelaksanaan Doi’ Menre’ dalam masyarakat adat Bugis di Kelurahan 

Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Doi’ Menre’ merupakan uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-

laki kepada pihak perempuan yang besar nominal pemberiannya sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak.  Doi’ Menre' dan mahar (sompa) 

adalah dua hal yang berbeda dalam segi penerapan hukumnya tetapi 

dalam perkawinan adat bugis sudah mempunyai kedudukan yang sama 

yaitu sama-sama menjadi syarat sebelum melangsungkan perkawinan. 

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan  Doi’ Menre’ yaitu pertama 

tujuan Doi’ Menre’, adapun tujuan Doi’ Menre’ adalah sebagai hadiah 

untuk pihak perempuan dan nantinya akan digunakan untuk 

keperluannya. Kedua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya 

nominal pemberian Doi’ Menre’ dalam adat Bugis. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi adalah sebagai berikut : 

a. Status sosial  

Status sosial masyarakat adat Bugis menjadi hal yang paling utama 

dan mendasar penyebab tingginya jumlah Doi’ Menre’ yang harus 

diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ketika orang 

tua dan keluarga besarnya dari pihak perempuan dianggap orang yang 

terpandang, maka pasti berbeda halnya dengan seseorang yang status 



 xciii 

sosialnya biasa-biasa saja. Status sosial ini dapat dilihat dari faktor 

pendidikan, ekonomi, jabatan dan masih dari garis keturunan yang 

terpandang pula. Maka Doi’ Menre’ yang harus diberikan oleh pihak 

laki-laki harus tinggi pula. 

b. Pendidikan 

Tingkat pendidikan dari pihak perempuan juga mempengaruhi 

tingginya jumlah Doi’ Menre’ yang harus diberikan. Tetapi lain 

halnya dengan status sosial, tingkat pendidikan yang tinggi belum 

tentu ia berasal dari keluarga yang terpandang dan ekonominya tinggi 

pula, hanya saja dalam tingkat pendidikan merupakan suatu nilai 

tambah tersendiri bagi pihak laki-laki. 

c. Kondisi fisik calon istri 

Kondisi fisik calon istri juga dapat mempengaruhi tingginya jumlah 

Doi’ Menre’ yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan. Karena calon laki-laki beranggapan  apabila wanita yang 

cantik mestinya akan mempengaruhi keturunannya kelak. 

2. Dalam Hukum Islam, tidak disyari‟atkan mengenai pemberian Doi’ 

Menre’. Hanya saja pemberian Doi’ Menre’ menurut hukum Islam 

hukumnya adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah 

(hadiah) untuk pihak perempuan. 

B. Saran 

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada masyarakat Bugis agar lebih memahami bahwa hakikatnya 

pemberian Doi’ Menre’ (uang hantaran) dalam Islam hanyalah sebagai 



 xciv 

Hibah (hadiah) sajadan seharusnya tidak membebankan bagi pihak yang 

akan mengadakan perkawinan terlebih tidak dianggap merugikan pihak 

laki-laki. 

2. Adat bersendikan syara‟, syara‟ bersendikan kitabullah 

3. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam 

yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi pelopor adat dan 

budaya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.  

4. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi dan 

kontribusi dalam rangka lebih memahami hukum Islam. 
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